
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Sumber Daya Mineral agar dapat
memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pemerintah
Daerah maka kegiatan usaha pertambangan perlu dikelola
secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas sesuai
amanat pasal 26 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
Daerah Kabupaten diberikan kewenangan membentuk
Peraturan Daerah untuk mengatur ketentuan kriteria dan
mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat serta
tata cara pemberian Izin Pertambangan Rakyat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaiamana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4959);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah,
pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5110);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);

15. Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 14 Tahun 1998
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Tingkat II Banggai (Lembaran Daerah
Nomor 8, Seri D Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Banggai;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai ;
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6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Banggai ;

7. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian
dari WP tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan Rakyat.

8. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat
dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.

BAB II
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 2

Setiap pengelolaan Usaha pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan setelah
mendapat Izin Pertambangan Rakyat.

Pasal 3

Izin Pertambangan Rakyat hanya dapat diterbitkan pada Wilayah Pertambangan
Rakyat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

(1) Kewenangan Pemberian atau yang menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat
adalah Bupati.

(2) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat oleh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Camat setempat
dimana wilayah Izin Pertambangan Rakyat berada.

(3) Pelimpahan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB III
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 5

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah. sebagai berikut :
a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau

diantara tepi dan tepi sungai;
b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman

maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
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d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima)
hektar;

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah

dikerjakan sekurang - kurangnya 15 (lima belas) tahun;

Pasal 6

Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) harus berada diluar Wilayah
Usaha Pertambangan ( WUP ) dan Wilayah Pertambangan Negara ( WPN ) tetapi
masih dalam Wilayah Pertambangan (WP).

Pasal 7

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi
belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR
sepanjang lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebelum ditetapkan oleh
Bupati, dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi.

(2) Bupati melakukan Konsultasi ke DPRD Kabupaten dan berkoordinasi dengan
Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mendapatkan pertimbangan atas rencana penetapan Wilayah Pertambangan
Rakyat.

Pasal 9

Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat sebelum dikonsultasikan ke
DPRD dan dikoodinasikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 Bupati wajib menyampaikan rencana tersebut kepada masyarakat
setempat dimana Wilayah Pertambangan Rakyat direncanakan.

Pasal 10

Penyampaian Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat kepada
masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan / atau pengumuman pada Kantor
Kecamatan dan Kelurahan / Desa setempat serta Dinas Pengelola.

Pasal 11

Materi Pengumuman Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat
sekurang-kurangnya memuat :
- peta situasi yang menggambarkan lokasi;
- luas rencana Wilayah Pertambangan Rakyat;
- batas dan daftar koordinat ;
- jenis komoditas tambang;dan
- daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam rencana Wilayah

Pertambangan rakyat (WPR).


